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Abstract

In a country, form of government is an important part because it is one of the conditions to be called a country. Indonesia's form of government refers to Article 1 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 (Constitution of the Republic of 1945) is a republic. But by reading Article 33 of the Constitution of 1945, Indonesia embraces economic democracy. On that basis, what formulation does the author adopt what form of democracy is required in the 1945 NRI Constitution? The conclusion drawn is that it is not possible to define democracy as a democracy because of the mixing of many parties. The desired democracy is a democracy mixed with a form of tyranny
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Abstrak

Di dalam suatu negara, bentuk pemerintahan adalah bagian penting karena merupakan salah satu syarat untuk disebut sebagai negara. Bentuk pemerintahan Indonesia mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah republik.
 Tetapi apabila membaca Pasal 33 UUD NRI 1945, Indonesia menganut demokrasi ekonomi. Atas dasar itu, rumusan masalah yang penulis angkat bentuk demokrasi apakah yang dikehendaki dalam UUD NRI 1945? Kesimpulan yang diperoleh adalah tidak dapat didefinisikan bahwa demokrasi yang dikehendaki adalah demokrasi awal karena adanya percampuran banyak pihak. Demokrasi yang dikehendaki adalah demokrasi yang bercampur dengan bentuk pemerintahan tirani
Kata kunci: demokrasi; pemerintahan
A. Pendahuluan

Di dalam suatu negara, bentuk pemerintahan adalah bagian penting karena merupakan salah satu syarat untuk disebut sebagai negara. Mengacu pada pemikiran Timaeus bahwa manusia mendiami tubuh yang selalu berkeinginan jahat
 oleh karena itu bentuk-bentuk pemerintahannya pun mengarah pada kejahatan
 dan tidak ada hal yang bisa menyelamatkan mereka. cara yang tepat yaitu selalu berusaha untuk mencapai kebajikan dan menghindari kejahatan namun yang melakukannya adalah manusia lainnya – bukan diri kita sendiri. Atas dasar itu ketika berbicara mengenai bentuk pemerintahan maka menerka
 adalah salah satu cara untuk mengetahui bentuk pemerintahan suatu negara.

Bentuk pemerintahan Indonesia mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah republik.
 Tetapi apabila membaca Pasal 33 UUD NRI 1945, Indonesia menganut demokrasi ekonomi. Dalam perspektif demikian ketiadaan kejelasan bentuk pemerintahan merupakan permasalahan hukum yang harus dijelaskan secara tertulis dalam UUD NRI 1945. Atas dasar itu, rumusan masalah yang penulis angkat bentuk demokrasi apakah yang dikehendaki dalam UUD NRI 1945? 

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma, berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis.
 Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal, dengan melakukan penelitian terhadap norma-norma hukum yang dikembangkan oleh doktrin dengan mengkaji kategori hukum, hubungan antara norma-norma hukum, penjelasan tentang objek penelitian dan juga prediksi yang akan datang tentang objek yang dijadikan tema penelitian.

C. Pembahasan Dan Analisis
1. Demokrasi Berdasar Mulanya

Dalam pola pikir saat ini, bentuk pemerintahan murni tidak ada dikarenakan perkembangan global sehingga bentuk pemerintahan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan bentuk pemerintahan lainnya. Indonesia sebagai negara yang mendukung demokrasi secara umum, tidak memiliki konsensus demokrasi yang sebenarnya.
 Demokrasi sebagai bagian dari keinginan untuk mencapai kebaikan dalam pemerintahan tidak sama dengan demorkasi era filsuf. Demorkasi era filsuf merupakan suatu keburukan karena demorkasi merupakan bagian dari kemiskinan. Bagian dari kemiskinan karena pada mulanya yang dianggap terbak adalah bentuk pemerintahan aristokrasi. 
Aristokrasi dalam hal ini adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh para filsuf  sedangkan di era selanjutnya filsuf-filsuf terbagi menjadi kaum sofis.
 Dalam pemahaman demikian, muncul kesewenang-wenangan dari para orang kaya sehingga pemerintahan lebih mudah dibentuk. Ketika kesewenangan muncul maka masyarakat yang berada didalamnya melakukan pemberontakan dan muncul banyak orang yang menjadi pemimpin bagi kelompoknya sendiri. Dalam perspektif demikian, demokrasi sebetulnya suatu keburukan ketika tidak adanya pemimpin yang dapat memimpin dengan bijaksana.
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Gambar 1.

Siklus bentuk pemerintahan menurut Socrates
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Gambar 2.

Siklus bentuk pemerintahan menurut Aristoteles

Dari kedua gambar di atas, demokrasi meleburkan diri menjadi monraki dan/atau aristokrasi. Peleburan ini bermakna adanya penolakan dari masyarakat atas kepemimpinan yang majemuk menuju kepeimpinan yang sifatnya tunggal.

2. Demokrasi Yang Tepat Bagi Indonesia
Di dalam negara hukum mengandung arti bahwa hukum memiliki kekuasaan penuh yang dijalankan negara yaitu pemerintah. Mengacu pada UUD NRI 1945, negara hukum yang dianut Indonesia adalah tautan dari civil law.

“The term civil law derives from the Latin ius civile, the law applicable to all Roman cives or citizens. Its origins and model are to be found in the monumental compilation of Roman law commissioned by the Emperor Justinian in the sixth century CE. While this compilation was lost to the West within decades of its creation, it was rediscovered and made the basis for le​gal instruction in eleventh-century Italy and in the six​teenth century came to be known as Corpus iuris civilis. Succeeding generations of legal scholars throughout Europe adapted the principles of ancient Roman law in the Corpus iuris civilis to contemporary needs. Medieval scholars of Catholic church law, or canon law, were also influenced by Roman law scholarship as they compiled existing religious legal sources into their own comprehensive system of law and governance for the Church, an institution central to medieval culture, politics, and higher learning. By the late Middle Ages, these two laws, civil and canon, were taught at most universities and formed the basis of a shared body of legal thought common to most of Europe. The birth and evolution of the medieval civil law tradition based on Roman law was thus integral to European legal development. It offered a store of legal principles and rules invested with the authority of ancient Rome and centuries of distinguished jurists, and it held out the possibility of a comprehensive legal code providing substantive and procedural law for all situations. As civil law came into practice throughout Europe, the role of local custom as a source of law became increasingly important—particularly as growing European states sought to unify and organize their individual legal systems. Throughout the early modern period, this desire generated scholarly attempts to systematize scattered, disparate legal provisions and local customary laws and bring them into harmony with rational principles of civil law and natural law. Emblematic of these attempts is the Dutch jurist Hugo Grotius’ 1631 work, Introduction to Dutch Jurisprudence, which synthesized Roman law and Dutch customary law into a cohe​sive whole. In the eighteenth century, the reform​ing aspirations of Enlightenment rulers aligned with jurists’ desire to rationalize the law to produce comprehensive, systematic legal codes including Austria’s 1786 Code of Joseph II and Complete Civil Code of 1811, Prussia’s Complete Territorial Code of 1794, and France’s Civil Code (known as the Na​poleonic Code) of 1804. Such codes, shaped by the Roman law tradition, are the models of today’s civil law systems.”

Akhirnya negara hukum ini tetap bersumber pada pemikiran Romawi yang kompleks, persetujuan awal dari seorang kaisar yang menentukan jalannya suatu pemerintahan dalam suatu negara. Civil law sebetulnya berfungsi mengatur hubungan hukum yang bersifat relasi pribadi seperti dalam suatu keluarga antara suami dan istri, antara ayah dan anaknya dan sebaliknya. Namun ketika keluarga membentuk sekelompok keluarga lainnya maka kesatuan kehendak yang bermacam-macam akan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.
 Kemudian mengacu pada Pasal 13 UUD NRI 1945 bahwa “ Presiden mengangkat duta dan konsul; dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”; Pasal 15 UUD NRI 1945 bahwa “Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang”; dan Pasal 18B UUD NRI 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Muncul pemikiran bahwa Indonesia saat ini menganut demokrasi reformasi dimana kehendak masyarakat diterima secara utuh namun terwakilkan dalam suatu lembaga. Pemikiran demikian tidak seluruhnya salah karena unsur masyarakat pada hakikatnya melekat pada demokrasi. Suatu negara yang memilih sistem demokrasi maka penyelenggaraan di dalamnya berdasarkan pertimbangan: 

1. Demokrasi mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrasi yang kejam dan licik; 

2. Demokrasi menjamin sejumlah hak asasi bagi warga negara yang tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis; 

3. Demokrasi lebih menjamin kebebasan pribadi yang luas; 

4. Demokrasi membantu orang untuk melindungi kepentingan pokok mereka; 

5. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri hidup di bawah hukum pilihannya; 

6. Demokrasi memberikan kesempatan sebesar-besarnya untu menjalankan tanggung jawab moral termasuk akuntabilitas penguasa kepada rakyat; 

7. Demokrasi membantu perkembangan manusia secara lebih total; 

8. Demokrasi membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi; 
9. Demokrasi modern tidak membawa peperangan negara penganutnya; 
10. Demokrasi cenderung lebih membawa kemakmuran bagi negara penganutnya daripada pemerintahan yang tidak menganut demokrasi.

D. Penutup
Dalam menjawab rumusan masalah bentuk demokrasi apakah yang dikehendaki dalam UUD NRI 1945? Maka kesimpulan yang dapat diberikan yaitu:

1. Tidak dapat didefinisikan bahwa demokrasi yang dikehendaki adalah demokrasi awal karena adanya percampuran banyak pihak.

2. Demokrasi yang dikehendaki adalah demokrasi yang bercampur dengan bentuk pemerintahan tirani.

Daftar Pustaka
Aristoteles, Politik (La Politica), 2008, Jakarta, Visimedia; Aristoteles, Politik, 2004, Jogjakarta, Bentang Budaya dan Aristotle, The World’s Great Classics, New York, Grolier.

Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, Ninth Edition 2009 Thomson Reuters.

Caslav Pejovic, Civil Law And Common Law: Two Different Paths Leading To The Same Goal, 2001 Victoria University of Wellington Law Review 32.

Gianluigi Palombella, The rule of law beyond the state: Failures, promises, and theory, CON, Volume 7, Number 3, pp. 442 – 467 doi:10.1093/icon/mop012 Advance Access publication May 22, 2009.

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, 2nd edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
Jurnal Hukum Staatrechts Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, VOL 2, NO 1 (2016) ISSN 2461 – 0798.

Marina McCoy, Plato on the Rhetoric of Philosophers and Sophists, 2008 Cambridge University Press, UK.

Martin Loughlin, The Contemporary Crisis of Constitutional Democracy, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 39, No. 2 (2019), pp. 435–454.

Philippe C. Schmitter and Terry Lynn Karl, What Democracy Is ... And Is Not, Journal of Democracy, Summer 1991.

Plato, Republik, 2002, Jogjakarta, Bentang Budaya. 

Plato, The Great Dialogues Of Plato, 1984, Canada, Penguin Books Canada Limited.

Plato, Timaeus, The Project Gutenberg Ebook, 2013, hlm. 88,8/430.

Thad Williamson, The Good Society And The Good Soul: Plato’s Republic On Leadership, The Leadership Quarterly 19 (2008) 397 – 408. 

The Hon, Michael Kirby AC CMG, Ustralian Bar Review The Rule Of Law Beyond The Law Of Rules, Malaysia, 2010.

The Robbins Collection, The Common Law And Civil Law Traditions, 2010.
Tomy M Saragih, Korelasi Tuhan Dan Demokrasi Di Indoensia Setelah Pemerintahan Orde Baru, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013 100.
Tomy M Saragih, Korelasi Tuhan dan Demokrasi di Indonesia Setelah Pemerintahan Orde Baru, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, FH Universitas Esa Unggul.
Tomy Michael, Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan, Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global.
Tomy Michael, ‘Memaknai Frasa “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ” Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’, 2011, 1–10.
Vanna Ianni, New forms of democratic local governance: The case of the Citizen’s Committee for Decentralise Cooperation ot the City of Rome, http://factsreports.revues.org/3405, 2013.

Yu Keping Fudan J. Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis, Hum. Soc. Sci. (2018) 11:1–8 https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4 Nanjing Social Sciences, 9 (2001).

Zahermann Armandz Muabezi, Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 : 421-446.

Monarki kelemahannya tirani


Aristokrasi kelemahannya oligarki


Politeia kelemahannya demokrasi








� Definisi republik mengacu arti awal adalah “res publicae (rays pab-li-see), n. pl. [Latin "public things"] Roman & civil law. Things that cannot be individually owned because they belong to the public, such as the sea, navigable waters, and highways. Public things are owned by the state and its political subdivisions in their capacity as public persons. La. Civ. Code art. 449. Republic, n. A system of government in which the people hold sovereign power and elect representatives who exercise that power.• It contrasts on the one hand with a pure democracy, in which the people or community as an organized whole wield the sovereign power of government, and on the other with the rule of one person (such as a king or dictator) or of an elite group (such as an oligarchy, aristocracy, or junta).”, lebih lanjut dalam Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, Ninth Edition 2009 Thomson Reuters, hlm. 1418.


� Perspektif yang jahat diartikan sebagai keinginan untuk menguasai segala sesuatu, lebih lanjut dalam Plato, Timaeus, The Project Gutenberg Ebook, 2013, hlm. 88,8/430.


Bandingkan dengan pemikiran bahwa manusia adalah bebas tetapi tidak memiliki otoritas alami atas sesamanya. Awalnya itu disebut sebagai bentuk tertua masyarakat yaitu keluarga. Anak terikat pada ayah selama membutuhkannya, setelah bukan alami lagi melainkan ia melakukan kontrak sosial. Kontrak sosial ini dapat juga disebut sebagai alienasi karena manusia yang bebas pada dasarnya tidak memiliki kebebasan secara utuh. Sebagai ilustrasi seorang bayi yang baru lahir merupakan manusia bebas tetapi untuk mencapai kebebasannya maka bayi tersebut membutuhkan ibunya agar cakupan gizinya terpenuhi melalui makanan dan minuman, lebih lanjut dalam Tomy Michael, Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan, Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global.


� Evil forms of government and evil discourses


� Menerka bisa berupa melakukan penafsiran, melakukan kajian hingga wawancara dengan subjek hukum terkait. 


� Definisi republik mengacu arti awal adalah “res publicae (rays pab-li-see), n. pl. [Latin "public things"] Roman & civil law. Things that cannot be individually owned because they belong to the public, such as the sea, navigable waters, and highways. Public things are owned by the state and its political subdivisions in their capacity as public persons. La. Civ. Code art. 449. Republic, n. A system of government in which the people hold sovereign power and elect representatives who exercise that power.• It contrasts on the one hand with a pure democracy, in which the people or community as an organized whole wield the sovereign power of government, and on the other with the rule of one person (such as a king or dictator) or of an elite group (such as an oligarchy, aristocracy, or junta).”, lebih lanjut dalam Bryan A Garner, Black's Law Dictionary, Ninth Edition 2009 Thomson Reuters, hlm. 1418.
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Jurnal Hukum Staatrechts Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, VOL 2, NO 1 (2016) ISSN 2461 – 0798.


� Pada awal abad ke 21, negara-negara mengalami krisis sehingga berbagai gejolak muncul yang mengakibatkan perubahan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu demokrasi lokal. Demokrasi lokal adalah bagian tersendiri dari demokrasi secara umum namun sifat kelokalannya tidak mencerminkan yang diakui secara umum dalam suatu negara, lebih lanjut dalam Vanna Ianni, New forms of democratic local governance: The case of the Citizen’s Committee for Decentralise Cooperation ot the City of Rome, http://factsreports.revues.org/3405, 2013.


Adanya pemecahan demokrasi dalam demokrasi sebetulnya suatu kebingungan negara untuk mendefinisikan demokrasi apakah yang tepat baginya. Apabila menganut pemerintahan yang dibentuk berdasarkan masyarakat maka keinginan utama pemerintah tidaklah mudah seperti bentuk pemerintahan aristokrasi (selalu bijaksana). Keinginan dari masyarakat seharusnya diakomodasi dengan adanya pengawasan terhadap lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. adanya interaski terus menerus sehingga keinginan mutlak adalah kulminasi dari keinginan masyarakat yang disatukan pemerintah untuk menjaga eksistensi negara tersebut, Yu Keping Fudan J. Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis, Hum. Soc. Sci. (2018) 11:1–8 https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4 Nanjing Social Sciences, 9 (2001).


Bandingkan juga pemikiran bahwa demokrasi ditandai oleh kebebasan yang tidak terkendali dan permainan bebas dari semua keinginan, rasional dan irasional. Jiwa penganut demokrasi ingin melakukan apa pun yang mereka suka, dan menolak gagasan bahwa beberapa hal lebih baik daripada yang lain sebagai objek keinginan maka penganut demokrasi tidak perlu memerintah jika mereka tidak mau sehingga konsekuensi hukumnya posisi pimpinan tersebut diisi oleh orang yang kurang mulia. Pemimpin demikian lebih suka mendominasi orang lain dan dihormati, Thad Williamson, The Good Society And The Good Soul: Plato’s Republic On Leadership, The Leadership Quarterly 19 (2008) 397 – 408. 


� Kaum sofis merupakan bagian dari filsuf yang mendayagunakan kebijaksanaannya dengan materi. Materi dalam hal ini tidak sekadar uang melainkan adanya timbal balik bagi yang mendengarkannya. Proses dialektik dimana yang bertanya pada akhirnya yang menjawab maka akan muncul kebalikannya yaitu pihak yang bertanya mengharapkan jawaban yang dikehendakinya. “Some of the sophists in the dialogues are uninterested in rational accounts of why the philosophical life is better: from their point of view, any reasoned argument in defense of philosophical rationality is circular and not worthy of attention when other priorities are more pressing”, Marina McCoy, Plato on the Rhetoric of Philosophers and Sophists, 2008 Cambridge University Press, UK, hlm. 17.


Bandingkan juga dengan pernyataan bahwa politisi dengan berbagai macam keyakinan dan praktik berusaha keras untuk mencocokkan label dan melampirkannya tindakan mereka, Philippe C. Schmitter and Terry Lynn Karl, What Democracy Is ... And Is Not, Journal of Democracy, Summer 1991.


� Bandingkan dengan pemikiran demokrasi saat ini bahwa ia suatu kebaikan untuk mengatasi permasalahan dalam suatu negara. Ginsburg dan Huq mengakui bahwa demokrasi konstitusional menunjukkan berbagai pengaturan pemerintahan, dan bahwa pengaturan tersebut muncul dalam lingkup berbeda. Dalam upaya membangun kelembagaan yang memfasilitasi pengukuran, perbandingan dan evaluasi, mereka menyederhanakan konsep dan menguranginya ke bentuk kelembagaan tertentu, Martin Loughlin, The Contemporary Crisis of Constitutional Democracy, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 39, No. 2 (2019), pp. 435–454.


� Aristokrasi dimana pemerintahan dipegang oleh kaum bijaksana, timokrasi dimana pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan, oligarki dimana pemerintahan dipegang oleh kaum hartawan, demokrasi dimana pemerintahan dipegang oleh rakyat jelata dan tirani dimana pemerintahan oleh seorang yang bertindak sewenang-wenang, lebih lanjut dalam Plato, Republik, 2002, Jogjakarta, Bentang Budaya dan Plato, The Great Dialogues Of Plato, 1984, Canada, Penguin Books Canada Limited.


� Monarki (satu orang pimpinan), demi kepentingan umum, sifatnya baik dan ideal, tirani (satu orang pimpinan) demi kepentingan pribadi, sifatnya buruk dan kemerosotan, aristokrasi (dipimpin sekelompok cendekiawan) de-mi kepentingan umum, sifatnya baik dan ideal, oligarki (dipimpin sekelompok cendekiawan) demi kepentingan kelompoknya, sifatnya buruk dan kemerosotan, politeia (pemerintahan konstitusional) dan demokrasi (dipimpin orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang) sifatnya buruk dan kemerosotan, lebih lanjut dalam Aristoteles, Politik (La Politica), 2008, Jakarta, Visimedia; Aristoteles, Politik, 2004, Jogja-karta, Bentang Budaya dan Aristotle, The World’s Great Classics, New York, Grolier.


Demokrasi tidak sekadar berbicara dari, oleh dan untuk rakyat. Di dalam demokrasi terdapat suatu kekuasaan kekal yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Esensi demokrasi yaitu kedaulatan di tangan rakyat, mengacu pendapat Sigmund Neuman yang membagi enam unsur demokrasi yaitu kedaulatan nasional di tangan rakyat, memilih alternatif dengan bebas, kepemimpinan yang dipilih secara demokratis, rule of law, adanya partai-partai politik dan kemajemukan, lebih lanjut dalam Tomy M Saragih, Korelasi Tuhan Dan Demokrasi Di Indoensia Setelah Pemerintahan Orde Baru, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013 100.


� New realities call for the coordination among sources of law that are far from being organized. New recipes are evoked for solving the problem of rules confl ict, fragmentation, and the lack of democratic control, and relevant attempts are made in order to conceptualize the multilevel set of fundamental rules, emerging in the international world, and capable of playing a constitutional role, Gianluigi Palombella, The rule of law beyond the state: Failures, promises, and theory, CON, Volume 7, Number 3, pp. 442 – 467 doi:10.1093/icon/mop012 Advance Access publication May 22, 2009.


� Hukum ini berasal dari hukum Romawi, sebagaimana dikodifikasi dalam Corpus Iuris Civilis of Justinian. Di bawah pengaruh ini, pada periode berikutnya civil law telah dikembangkan di Benua Eropa dan di banyak bagian lain dunia. Hal ini mengandung dua arti yaitu arti yang sempit itu menunjuk hukum yang terkait dengan bidang-bidang yang dicakup oleh hukum perdata, sementara makna yang lebih luas dari hukum perdata berkaitan dengan sistem hukum berdasarkan kode yang berbeda dengan sistem hukum umum, Caslav Pejovic, Civil Law And Common Law: Two Different Paths Leading To The Same Goal, 2001 Victoria University of Wellington Law Review 32.


� The Robbins Collection, The Common Law And Civil Law Traditions, 2010.


� Dalam kenyataannya bahwa sesungguhnya kenyataan negara mempunyai kekuasaan yang sifatnya lain daripada kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi yang terdapat di dalam masyarakat, seperti: perkumpulan olahraga, musik dan lain-lain. Kelainan sifat pada kekuasaan negara ini tampak dalam kekuasaannya untuk menangkap, menahan, mengadili serta kemudian memasukkan orang ke dalam penjara, kekuasaan negara dengan kekerasan menyelesaikan sesuatu pemberontakan, kekuasaan negara untuk mengadakan milisi dan lain-lain, Zahermann Armandz Muabezi, Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 : 421-446.


Bandingkan pendapat “Much later, the common law and the civil law traditions of law in Europe offered a variety of definitions for the rule of law”, The Hon, Michael Kirby AC CMG, Ustralian Bar Review The Rule Of Law Beyond The Law Of Rules, Malaysia, 2010.


� Penulis hanya mengambil pasal yang dianggap penting dengan indikator pihak yang diikutsertakan dalam mengambil suatu tindakan. Dari ketiga pasal tersebut sebetulnya dapat dikategorikan demokrasi karena seluruhnya dapat melakukan sesuatu dengan syarat ada persetujuan dari pihak lainnya atau  adanya pendelegasian wewenang kepada pihak lain. 


� Tomy M Saragih, Korelasi Tuhan dan Demokrasi di Indonesia Setelah Pemerintahan Orde Baru, Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, FH Universitas Esa Unggul.


� Tirani penulis artikan adanya “ijin wajib” dari pihak lain yang bisa berupa eksekutif, legislatif dan yudisial kemudian tindakan itu bisa dilaksanakan dengan baik. 
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